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PEMERINTAH KOTA BITUNG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jln. DR. Sam Ratulangi No. 45, Bitung 95511 - TelplFax (0438) 21425 - htlpJ/b.egtpffd.btsrskatagqJd

IZIN PRIIVSP
PTNANAMAN MODAL DALAM NTGERI

, 61 lrfizlrp/pMDN/2o1s
: 9689.2015

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sarnpaikan tanggal 12 Agustus 2015,
dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undarig Nomor 25 Tahun 2OO7
tentang Penanamah Modal dan Peraturan Pemerintah'Nomor 38 tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pernerintahan Daerah Pfovinsi dan
Femerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Republik Indonesia memberikan

Nomor
Nomor Perusahaan

IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL D
dengan perusahaan rnemperoleh

I. DATA PROY-EK :

1. Nama Peru

2: NPWP

3.' Alamat
a. Alamat

c. Provinsi
d. Telqpon

e, Faksimili
f. Email

4. 'Lokasi Proyek
a. Alamat

b. Kota
c. Provinsi

5. Rekomendasi/Izin Operasional

6. Bidang Usaha

7. Produksi dan Femasaran Per Tahun :

Jenis Produksi'l Jasa ' KBLI Satuqn

EGERI sebagai izin sernentan'a,sampai

l2
Dua

Lingkungan
Kecamatan

84 RT 12 Lingkungan
III KelurahaR
Maesa
Bitung
Sulawesi Utara
1 ,,

Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair
Dan Gas Dan,Produk Ybdi

Kapasitas

KL 5.000
(lima ribu)

Kiekenturan Dua Kecamatan :

- Solar
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Catatan :

8. Nilai Investasi :

a. Modal Tetap
1) Pembelian dan Pematangan Tanah :

2) Bangunan / Gedung :

3) Mesin Peralatan :

4) Lain-lain
Sub Jumlah

b. Modal Ke{a (untuk 1 turn over)

c. Jumlah Nilai Investasi

9. LuasTanah

6l /rLr2ltplpMDN/2o1s
2 l4l

200.000.000,00
400.000.o00,00
550.000.o00,00

o,00

Nomor
Halaman

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

10. Tenaga Kerja Indonesia :5 Orang (4 L / | P)

1.150.000.ooo,00
300.000.o00,00

Rp. 1.450.000.000,00

Seluas 24 M2

,'i l' ..t *o. '*+ooo.ooo.00o,oo

11. Permodalan .,.,it'
a. Sumber Pembiayaan,.o-"'

1 ) Modal Sendir-il:.-""'

Rp.

Rp.

2lLaba di2lLaba ditanam kembati : Rp. 0,00

S) Pinjqirdil ,'" ..'-''",,':,;i01;1t',,, .. , ! '":"..,,
,, j}

- ftlrjaman Luar Negefi..'' : Rli; '', ',, ,,! 0,00

' 0,00

- Pii!{aman Dalhm Negeri j Rp. i , 450-900.000,00
1. l r .... ..,......-....r, - i i rt/'

Jumlah Sumber Pembiaygan.J ; 1 :"Rp..,1 ; 1.45flio00.O0o,0o

b. Keputu".ri,p"r"pemegangsaham ' -,:-.rr-,'' .,' :i
c. Modal Persekban ':'ii'iiii...-'' :;

1) Modal Das{! _ :Rp,- ..'.-'-- ,a Lp00.000.000,00
2) Modal Ditempatkeh ${#}"Ja 

r_":. r::ES" ,_ 1-1i000.000.000,00

3) Modal Disetor.:, --' "--*-': Rp. a,1.000.O00.00O,00
lJ

d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan

No Pemegang Satram % Negara Asal Nilai Nominal Saham
(Rp.)

Peserta Astng

Pesetta Indonesia 100

Jemmy Larenggam
NPWP:
89.961.075.2-823.OO0

95,00 Indonesia 950.000.000,00

Cornelius Ruitan
NPWP :

5,00 Indonesia 50.000.000,00

Jumlah 100 l.OOO.OOO.O(Xr,O0
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TV. LAIIY.LIUil :&5lrrr-4rr ' -t '/i 
t"

1. Perusahaan wgj{B'menya4eEiikqfi lapoi'.an Kqgiatan Fe4qnaman Modal (LKPM),

Nomor . b /TLT2ltPIPMDN/2ols
Halaman : 3 (a)

II. JADSIAL ITAITTU PENYELESAIAN PROYEK :

1 Jadwal waktu penyelesaian proyek paling lama 3 (tiga) tahun sejak
diterbitkannya lzin Prinsip Penanaman Modal ini.

2 Jadwal wakttr penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 3 {tiga) tahun
sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jadwal waktu
penyelesaian proyek.

3 Permohonan perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek harus diajukan
sebelum berakhirnya jadwal waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan Izin
Prinsip Penanaman Modal ini.

4 Untuk kegiatan usaha yang telah siap beroperasi Perusahaan harus mengajukan
permohonanlnn Usaha ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman
Modal Daerah Kota Bitung.

III. FASILITAS PEI{AI{AMAN MODAL :

Tidak diberikan fasilitas pembeba k atas pengimporan mesin, barang
dan bahan sesuai ketentuan gan.

Januari

2.

3.

Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan
lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha
yang disetujui dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum
dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, dapat mengajukan permohonan
perubahan ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Daerah Kota Bitung.

20L6.
kepada Kepala Badan Koordin-asi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang
Pengendalian Pelaksanaan Pinanaman Modal, Kepala Badan-Koordinasi
Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Utari dan Kepala Badan Pelayanan
Perizin an terpa4lu' oen- pffi$fi-t&,htffili:|U fu na"r4[ Kota Bitun g, den gan
menggunakan foi"lg-lulir sebagaimana'tercantum dal$m Lampiran I Peraturan
Kepala BKPM Nor&'o.q#;Tghgg,;39*&;,.j*.j..,:.i.';i;:ini.,;;iSi
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fo
Nomor : o' lzLZ2lrP|PMDN/2o15
Halaman : a $l

4. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Fenanaman Modal ini, sewaktu-
waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat
kekeliruan.

Bitung, [i $ AUG ?fit$

Hukum

10. Walikota Bitung;
11. Kepala BKPM RI;
12. Kepala BKPM Provinsi Sulawesi Utara;

lQ 
'tr

TINGKAT I
1969010&199603 2 0(,1

(

2. Menteri Keuartrgan;

temuusan ailari;ilaikan kepaCa Ylh,i.,i'i:" "'':;;,--: ', i lj
1. Menteri Dalam Negeri;
1 lr^-l^--.: rr^--^-:-^-. :2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukurrl',.dan Hak fsaSi.Manusia u.p. Direktur Jenderal"Administrasi

4. Menteri Perdagangan;
.. i!.,Tr1-_i.,,,i,!-a,r : ,,.,1

3. Menteri Hukurq1.6il1 Hak $saSi M{nusiia,u.p.

5. Gubernur Bank lr!{onesiai "--|ijjiiilili;--
6. Direktur Jenderal ehiak; "''i"----.." ..,. .l --\'' i ! j
7. Direlrtur Jenderal Bea dan Cukai; l , : iu.:

!18. Direkhrr Jenderal Peiilagangan DAlam'Negeri;'*-' , n

9. Gubernur Provinsi Sul&w.esi,.Utara; , .,,..-....--.,.',1
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